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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan yang ingin dicapai

oleh suatu negara. Guna mensukseskan pertumbuhan ekonomi ini berarti suatu

negara dalam perekonomiannya harus berkembang terutama dalam hal

pengadaan serta kemakmuran masyarakat. Sekarang ini bangsa Indonesia

sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang yang meliputi

pembangunan dibidang ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan dan

keamanan.

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus

menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Untuk dapat

merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah

pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan pembiayaan

pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam

negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang

berguna bagi kepentingan bersama. Sehingga pajak merupakan salah satu

komponen yang sangat penting dalam memberikan kontribusi yang cukup

besar bagi penerimaan negara yang berguna untuk pembiayaan nasional,

sehingga pajak mempunyai peran yang berarti dalam menunjang serta

meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Untuk keefektifan dan keefisienan penerimaan pajak, pemerintah

membagi pajak menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Untuk itu pemerintah
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membuat kebijaksaanaan yang disebut Otonomi Daerah. Otonomi Daerah

adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan

aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Setelah adanya kebijaksanaanini, maka Pemerintah Daerah harus

mampu menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya

sendiri, seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang PemerintahanDaerah.

Dalam melaksanakan Otonomi Daerah, maka Pemerintah Daerah dan

masyarakat harus bisa mandiri dalam hal pembangunan, peralatan atau

perlengkapan dan sumber daya manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 33

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang menjadi

sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah

a. Pajak Daerah

b. Retribusi Daerah

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah Yang Dipisahkan

d. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

2. Dana Pembangunan

a. Bagian Daerah dari PBB, BPHTB, dan SDA

b. Dana Alokasi Umum

c. Dana Alokasi Khusus
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3. Pinjaman Daerah

a. Pinjaman Dalam Negeri

b. Pinjaman Luar Negeri

c. Penerimaan Daerah Lain-Lain Yang Sah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang

dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku (Mudrajat, 2004)Dalam hal ini Badan Pendapatan

Daerah Kota Pekanbaru merupakan salah satu instansi pemerintah yang

berwenang mengelola penerimaan daerah di Kota Pekanbaru. Salah satu

penerimaan yang dikelola adalah Pajak Daerah.Pajak Daerah yang dapat

dipungut oleh pemerintah menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2000 yang

telah diubah menjadi UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan

retribusi daerah, salah satu pendapatan daerah adalah pajak reklame. Pajak

reklame merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diharapkan

menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan daerah, juga untuk meningkatkan dan memeratakan

kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah yang menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan

pedoman kebijaksanaan dan arahan bagi Daerah dalam pelaksanaan

pemungutan pajak khususnya Reklame Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011

tentang Pajak Reklame.
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Kota Pekanbaru saat ini banyak terdapat reklame-reklame dalam

berbagai jenis sehingga hal ini mempengaruhi kontribusi Pajak Reklame yang

merupakan salah satu penyumbang bagi Pendapatan Asli Daerah Kota

Pekanbaru. Pajak reklame dalam Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

dikelompokan menurut jenisnya, salah satunya adalah pajak reklame berjalan.

penerimaan pajak reklame berjalan tergantung pada banyaknya pelaksanaan

reklame jenis ini sendiri. Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

mengalami banyak masalah dalam hal pemungutan dan penyetoran pajak

reklame berjalan seperti tidak melakukan pemungutan dan penyetoran yang

kemudian menyebabkan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sulit

menemukan Wajib Pajaknya.

Mengantisipasi tidak terlaksananya pemungutan dan penyetoran pajak

reklame berjalan yang tidak melakukan pembayaran pajak tersebut,maka

Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru membuat suatu cara atau upaya

yang dapat menanggulangi hal tersebut agar pemungutan dan penyetoran

pajak reklame berjalan lebih efektif.

Dari uraian permasalahan diatas, mendorong penulis untuk melakukan

penelitian dan menuangkan dalam bentuk tugas akhir dengan mengambil judul

”Sistem Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame Berjalan Dalam

Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal yang diungkapkan diatas, maka penulis merumuskan

permasalahan yang akan dibahas yaitu:
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1. Bagaimana sistem pemungutan dan penyetoran pajak reklame berjalan

pada Badan Pendapatan Paerah Kota Pekanbaru?

2. Apakah pelaksanaan pemungutan dan penyetoran pajak reklame berjalan

telah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Tugas Akhir ini

untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui sistem pemungutan dan penyetoran Pajak Reklame

Berjalan dalam Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan dan penyetoran Pajak

Reklame Berjalan telah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi lembaga badan pendapatan daerah Kota Pekanbaru dapat

digunakan sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan agar badan

pendapatan daerah Kota Pekanbaru dapat menerapkan sistem yang

lebih baik, sehingga dapat mengoptimalkan pendapatan daerah.

2. Bagi pembaca hasil penelitian dapat memberikan masukan yang dapat

digunakan dalam penelitian-penelitian selanjutnya mengenai Sistem

Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame Berjalan di Badan

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
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3. Bagi penulis dapat memberikan atau menambah atau memperkaya

wawasan dalam penelitian ini serta memperdalam pengertian tentang

pajak reklame khususnya jenis reklame berjalan.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah

Kota Pekanbaru yang beralamat di Jln. Teratai No. 81 Kec. Sukajadi, Kel.

Pulau Karam, Kota Pekanbaru, Riau.

1.4.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanankan oleh penulis dari bulan Maret

sampai April 2018 di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru..

1.4.3 Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data yang diperoleh oleh penulis secara langsung dari objek

yang diteliti mengenai data-data yang berhubungan langsung dengan

peneliti, target, dan realisasi penerimaan negara dari pajak reklame

berjalan di kantor badan pendapatan daerah Kota Pekanbaaru.

b. Data Sekunder

Data penulis yang diperoleh secara tidak langsung dengan

mempelajari buku-buku makalah, Undang-Undang Perpajakan yang

berlaku, dan buku-buku yang terkait dengan penulisan.
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1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah:

a. Observasi

Penulis melakukan observasi atau pengamatan dengan cara

mengumpulkan data yaitu dengan mengadakan pengamatan secara

langsung terhadap suatu objek yang akan diteliti dan mengadakan

pencatatan secara sistematis tentang hal-hal yang berkaitan dengan

masalah yang diamati penulis.

b. Wawancara

Penulis mengumpulkan data dengan mengadakan wawancara

atau tanya jawab tentang masalah yang diteliti secara langsung dan

terbuka kepada pegawai dan staf badan pendapatan daerah Kota

Pekanbaru khususnya Sub Pendataan dan Penetapan yang dianggap

mampu memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh penulis

dalam penelitian ini.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi dilakukan

dengan mempelajari data atau dokumen yang terkait dengan pajak

reklame berjalan yang diperoleh di badan pendapatan daerah Kota

Pekanbaru

1.4.5 Analisis Data

Data yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan Kualitatif.

Kualitatif merupakan suatu metode pendekatan dalam penelitian



8

menggunakan deskriptif (gambaran/penjelasan) berupa kata-kata tertulis

atau lisan tanpa melakukan pengolahan data.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan uraian secara garis besar mengenai

apa yang menjadi dasar atau acuan dari suatu penelitian. Dalam sistematika

penulisan proposal ini penulis susun atas Empat (4) Bab dan akan disajikan

secara menyeluruh yang akan dijabarkan pada bab – bab berikut ini :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan

mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian dan manfaat penelitian, metode penelitian dan

sistematika penulisan dari penelitian penulis.

BAB II GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH

KOTA PEKANBARU

Dalam bab ini akan diuraikan tentang sejarah singkat berdirinya

badan pendapatan daerah Kota Pekanbaru.Visi dan misi,struktur

organisasi unit kerja serta uraian tugas bagian unit badan

pendapatan daerah Kota Pekanbaru.

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Pada bab ini penulis menguraikan tentang teori-teori dan

menjelaskan tentang tinjauan teoritis dan masalah penelitian.
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BAB IV PENUTUP

Pada  bab  ini  berisi  tentang  kesimpulan  dan  saran-saran  yang

diperoleh dari penelitian yang penulis telah laksanakan  ditempat

penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


